
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965); 

a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat 
Negara, Pegawai 1Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat 
dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif 
transparan dan bertanggungjawab, maka perlu mengubah 
Lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Grobogan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Grobogan. 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 24 TAHUN 2013 
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT 

NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR 17 TAHUN 2014 

BUPATI GROBOGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 



PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 24 TAHUN 2013 
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN GROBOGAN. 

MEMUTUSKAN : 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844) ; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor · 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 737) ; 

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nornor 6 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 
4, Seri E). 

Menetapkan 



TEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 17 

BAMBA~ PUDJIONO 

kan di Purwodadi 
ggal 31 Mei 2014 

ROB_?N, 
I 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014. 

Pasal II 

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Grobogan 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan 
Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 
Nomor 24) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Grobogan ini. 

Pasall 



BAMBANG ~DJIONO 

OBOGAN, 

/; 

( ) 
NIP . 

Pejabat PA/ KPA 

: Rp .. 
: Rp . 
: Rp .. 

Diterbitkan sejumlah 
Yang telah dibayar semula 
Sisa kurang/ le bih 

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG 

( ) 
NIP .. 

( ) 
NIP . 

............ _ .... , tanggal,bulan, tahun 
Telah menerima jumlah uang 

Rp . 

Telah dibayar sejumlah sebesar 
Rp . 

Bendahara Pengeluaran 

No PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

JUMLAH Rp. 
Terbilang 

SATUAN KERJA 
Lampiran SPD Nomor 
Tanggal 

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

Peraturan Bupati Grobogan 
Nomor 17 Tahun 2014 
Tanggal : 31 Mei 2014 

Lampiran 


